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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU 

NOMOR 16 TAHUN 2012 

TENTANG 

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BURU, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi 
Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu jenis 
Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Penjualan 
Produksi Usaha Daerah serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 
156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang 
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dalam Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;. 

1 .  Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang 
Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah 
Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1617); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ; 

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi 
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 
2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara ] 
Republik Indonesia Nomor 3961 ); r 
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